Paradigma Generasi: 

Strategi Membangun Generasi Muda Indonesia untuk Mengarungi Globalisasi
Dr. Adhyaksa Dault, SH., M.Si.

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Pengantar
“Jangan sekali-kali melupakan sejarah”–Presiden Soekarno, 17 Agustus 1966.
Nasionalisme Indonesia: Generasi I
Kembali kita merenung sejenak, cara apa yang kita pakai dalam membangun Indonesia? Apakah cara kita sendiri atau justru hanya meniru cara orang lain? Mengapa hingga hari ini tantangan–tantangan fundamental untuk membangun bangsa besar belum berhasil kita tangani? Kita pernah “meniru” India (Hindu–Buddha), Cina, Islam, dan Barat (Eropa/AS). Kita harus ingat, bahwa latar belakang historis setiap bangsa sangat berbeda dan belum tentu kompatibel dengan kondisi–kondisi objektif bangsa Indonesia. Lagi pula, itu terlalu jauh. Mobilitas horisontal rakyat Indonesia dengan bangsa–bangsa luar tersebut sangat rendah kecuali yang dilakukan segolongan elit bangsa saja.
Ada sejarah kelam dan ada sejarah terang. Masa kini yang dipandang suram oleh sebagian besar elit pemimpin bangsa dan masyarakat tak boleh mengaburkan mata bahwa kita punya sejarah terang yang diakui dunia. Kita punya tokoh–tokoh besar yang pikiran dan tindakannya menginspirasikan berbagai bangsa di Asia dan Afrika. Kita juga punya tokoh–tokoh besar di daerah di seluruh pelosok Indonesia yang hingga kini kurang dinarasikan dengan baik. Kita punya orang–orang hebat di bidang profesional masing–masing.
Bilamana kita melihat sejarah kita sendiri? Sejarah kita awalnya dibentuk oleh alam pikiran India melalui agama Hindu dan Buddha. Negara–negara besar masa lalu seperti yang ditulis dalam buku–buku pelajaran sejarah adalah produk kebudayaan dan peradaban India. Warisan budaya Hindu–Buddha tercermin dalam lakon wayang yang mengisahkan Bharatayudha, kisah Ramayana, dan sejenisnya. Sistem politik kerajaan yang menjadi ciri negara–negara kuno tersebut adalah monarki–absolut dan kratonik. Kerajaan terkenal misal Melayu Kuno, Sriwijaya, Tarumanegara, Mataram Kuno, Singosari, dan Majapahit tak hadir tanpa fondasi budaya India itu.
Islam yang dibawa pedagang sekaligus pendakwah muslim Arab, Persia, India, dan Cina tak lama kemudian menggantikan dominasi Hindu–Buddha sebagai budaya dominan (dominant culture) Nusantara. Ekonomi Nusantara digerakkan oleh mobilitas pedagang–pedagang Islam yang memiliki jaringan internasional dengan pusat–pusat kekuasaan Islam di dunia. Lombard menyebutnya sebagai Era Niaga
. Lahirlah kerajaan–kerajaan Islam terkenal misal Demak, Aceh, Malaka, Mataram, Gowa, Banjar, dan lain–lainnya. Sistem politik tidak berbeda dengan era Hindu–Buddha yang menganut monarki–absolut.
Jatuhnya kerajaan Islam Malaka tahun 1511 oleh Portugis
 menandai era baru Nusantara. Eropa datang dengan ambisi penaklukan, tapi disamping itu mereka memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, sistem ekonomi baru, dan budaya–budaya modern. Setelah sempat diduduki oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris, akhirnya Belanda lah yang paling berhasil dan lama menancapkan kekuasaannya di Nusantara dengan bentuk “Hindia Belanda”. Hindia Belanda adalah “negara modern pertama” yang diperkenalkan kepada kita. Dalam “ruang” Hindia Belanda inilah lahirnya Revolusi Indonesia di kemudian hari. Di penghujung kekuasaan Belanda, lahirlah satu lapisan generasi Indonesia yang dimotori oleh HOS Tjokroaminoto yang berjuang keras memperjuangkan nasionalisme Indonesia melalui kampanye dan kaderisasi. Ide nasionalisme bersemai dan kemudian terus berkembang oleh Generasi II yang mulai aktif menulis tentang Indonesia dan mendirikan organisasi pergerakan untuk memperjuankan kemerdekaan Indoenesia. Generasi I tidak lahir sejak era kerajaan dan awal kekuasaan Belanda, tapi di penghujung ketika kekuatan kolonial dunia sudah mulai surut. Generasi I tetap dikenang sebagai para perintis kebangsaan Indonesia yang masih harus dieksplorasi agar menjadi kebanggan anak muda Indonesia kini.
Revolusi Indonesia: Generasi II
Revolusi adalah kata kunci untuk membuka harta karun sejarah tersebut. Tanpa memahaminya dengan baik, kita akan kehilangan elan vital yang menggerakkan sejarah Indonesia kontemporer. Apakah yang kita maksud dengan revolusi ini? Ia bukanlah sekedar berbeda dengan masa lalu tapi menjungkirbalikan hegemoni pikiran di masa silam. Nusantara sebelum memasuki abad XX adalah kotak–kotak sejarah yang berdiri sendiri, yang punya kepentingan dan ego sendiri, dan yang punya rasionalitasnya sendiri. Revolusi pada tingkat ini dimengerti sebagai “pengingkaran” kepada yang sebelumnya yang dipandang menghambat kemajuan baru. Pembentukan bangsa baru yang sama sekali berbeda dengan komunitas–komunitas politik sebelumnya adalah langkah revolusioner yang dahsyat.
Revolusi besar yang sesungguhnya bagi kita adalah ide tentang Indonesia. Indonesia yang dibayangkan sangat berbeda dengan Nusantara kuno pra Hindu–Buddha, era Hindu–Buddha, era kerajaan Islam, dan era kolonialisme Eropa/Belanda. Dengan segala keterbatasan sarana prasarana (jangan bandingkan dengan kemajuan teknologi masa kini, para bapak pendiri berhasil membangun “Bangsa Indonesia” jauh sebelum negara Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Sebuah komunitas yang dibayangkan (imagined community) sebagaimana disebutkan oleh Ben Anderson menjadi gejala pokok bangsa–bangsa baru yang lahir menentang kolonialisme dan imperalisme.
Tan Malaka menulis buku Naar de Republiek (Menuju Republik Indonesia, 1924) dalam usia 27 tahun
. Disusul oleh Hatta dengan buku Indonesia Vriej (Indonesia Merdeka, 1928) dalam usia 26 tahun
. Tak ketinggalan pula Soekarno yang menulis Menuju Indonesia Merdeka (1933) dalam usia 32 tahun
. Sutan Sjahrir juga menulis Perjuangan Kita (1945) dalam usia 36 tahun waktu ia menjadi Perdana Menteri RI yang pertama
. Di usia yang sangat muda dalam ukuran sekarang, mereka telah melahirkan tulisan yang menggugah publik secara luas. Mereka menulis sendiri bukunya dan memperjuangkan apa yang ditulisnya dengan sepenuh hati dan penuh risiko.
Mereka adalah pembaca yang serius, penyadur gagasan–gagasan besar dunia. Mereka juga diilhami oleh revolusi–revolusi besar seperti revolusi Inggris, revolusi Perancis (1789), revolusi Amerika Serikat (1776), revolusi Rusia (1918), revolusi Sun Yat-sen di Cina (1911), dan revolusi Turki (1924). Mereka telah melampau zamannya untuk berpikir besar sekalipun kondisi dalam negeri yang sangat tidak kondusif untuk itu. Ini dikarenakan mereka berhasil menaklukan diri sendiri, membunuh kesenangan, dan mengambil tanggungjawab maha berat untuk memerdekakan Indonesia. Yang dihadapi adalah rezim otoriter Hindia Belanda yang sangat despotik. Pada saat bersamaan muncul angkatan Pujangga Baru, Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Amijn Pane, Sanusi Pane, dan Rustam Effendi yang menulis sastra revolusioner, yang tidak tunduk pada hegemoni Balai Pustaka Hindia Belanda, dan yang mendukung penuh kemerdekaan Indonesia.
Mereka mendirikan Negara Republik Indonesia dengan risiko tinggi. Perang Dunia II dianggap sebagai “berkah terselubung” untuk kemerdekaan. Hanya berselang dua hari setelah Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu, Soekarno dan Hatta memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dukungan pemuda
. Tak heran, Ben Anderson menyebutnya sebagai Revolusi Pemoeda
 karena digerakkan oleh anak-anak muda kelahiran 1900–1920. Jenderal Sudirman (lahir 1916) diangkat sebagai Panglima Besar TNI tahun 1945 dalam usia 29 tahun. Sudirman dibantu perwira muda Abdul Haris Nasution (lahir 1918) sebagai wakil panglima. Praktis,  negara baru ini dikendalikan oleh pemuda–pemuda berusia 40-an yang menjadi top leader dan 30-an sebagai middle leader. Tokoh–tokoh tua yang berusia 50 tahun keatas menjadi pendukung atau diluar pemerintahan, misal Achmad Subardjo, Haji Agussalim, Urip Sumohardjo, dan Tan Malaka
. Eksplorasi atas prestasi–prestasi besar anak bangsa pada Demokrasi Pertama harus dilakukan karena sejarah yang ditulis “tidak berpihak” pada demokrasi yang berlangsung waktu itu. 
Modernisasi Indonesia: Generasi III
Pembangunan menjadi kata kunci untuk melihat proyek modernisasi pada era ini. Dengan ABRI sebagai leading sector nya, pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto berfokus pada pembangunan ekonomi
. Investasi global mulai masuk dengan deras untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dalam skala besar, terutama industrialisasi. Pembangunan negara dilakukan secara sistematis hingga pada level terbawah di desa. Untuk mempercepat investasi asing di Indonesia, Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing
 pada tahun 1967 (Kabinet Ampera II), yang kini menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam bidang politik, pemerintah mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Politik aliran dihilangkan sehingga energi politik fokus pada pembangunan.
Generasi ini berhasil melakukan state-building sehingga sistem administrasi dan birokrasi kokoh hingga di seluruh desa-desa Indonesia. Industri-industri modern diinisiasi dan didukung oleh negara, seperti industri strategis dirgantara, perkapalan, kawasan industri, pertambangan, perkebunan, dan sebagainya. Hasilnya, Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang relatif kuat tapi kemudian fondasinya agak melemah ketika terjadi krisis dan reformasi politik dimulai tahun 1998. Presiden Soeharto dan tim ekonomi menjadi motor utama modernisasi Indonesia pada periode ini. Infrastruktur yang berhasil dibangun, sistem pembangunan sosial seperti Posyandu dan sebagainya menjadi warisan yang masih diterukan oleh generasi berikutnya.
Reformasi Indonesia: Generasi IV
Ketika Reformasi Indonesia bergulir tahun 1998, kita menyaksikan besarnya harapan rakyat Indonesia akan perubahan ke arah yang lebih baik. Wacana “Reformasi Total” berhembus kuat sebelum dan sesudah Presiden Soeharto. Habibie mengajak tokoh–tokoh segenerasinya dan yang lebih junior untuk bergabung menjalankan pemerintahan transisi.
 Reformasi 1998 sekali lagi memberikan Demokrasi Kedua untuk rakyat Indonesia. Demokrasi Pertama telah dinikmati dengan segala kelemahan–kelemahannya sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga Dekrit Presiden Seokarno tahun 1959. Ada perbedaan–perbedaan dan kesamaan–kesamaan antara Demokrasi Kedua dengan Demokrasi Pertama. Demokrasi Pertama hidup dalam alam revolusi fisik yang melahirkan apa yang disebut sebagai “Revolusi Indonesia”. Demokrasi Kedua yang lahir pasca Orde Baru melahirkan apa yang dikenal publik sebagai “Reformasi Indonesia”. Reformasi Indonesia dibagi dalam kurun transisi demokrasi yang diisi oleh Presiden BJ Habibie (1998–1999), Abdurrahman Wahid (1999–2001), dan Megawati Soekarnoputri (2001–2004). Sedangkan kurun konsolidasi demokrasi dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) dan dilanjutkan oleh Presiden terpilih dalam Pilpres 2014 lalu.
Untuk memenuhi standar demokrasi yang dituntut rakyat, Presiden Habibie melakukan langkah-langkah radikal yang berseberangan dengan kebijakan-kebijakan politik Presiden Soeharto sebelumnya. Keputusan-keputusan politik strategis Presiden BJ Habibie: kebijakan profesionalisme militer, pemisahan TNI dan Polri
, pembebasan pendirian partai politik, percepatan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil
, pembebasan tahanan politik (tapol), penghapusan P-4, pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebagai jaminan kebebasan pers, pemberian jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, penerapan otonomi daerah,  penghentian praktik monopoli usaha, pemberlakuan independensi Bank Indonesia, dan political will Presiden untuk “setara” dengan DPR
.
Presiden Abdurrahman Wahid lebih banyak menggunakan modal sosial dan budaya (social and cultural capital) dalam menjalankan pemerintahannya. Ancaman disintegrasi bangsa lebih banyak diatasi dengan pendekatan kultural. Gus Dur mengakui Konghuchu sebagai salah satu agama negara dan menjadi Imlek sebagai hari libur nasional. Pemikiran Gus Dur dalam berbagai bidang diakui luas oleh dunia internasional yang menjadikannya tokoh dunia yang diperhitungkan. Dengan durasi kekuasaan yang singkat (Oktober 1999–Juli 2001), Gus Dur sebagaimana Habibie berhasil melakukan pekerjaan-pekerjaan besar.
Sebagai pemimpin partai terbesar di DPR hasil pemilihan umum demokratis tahun 1999, Megawati memiliki kekuatan politik yang signifikan untuk menyelesaikan transisi demokrasi secepatnya. Tercatat bahwa amandemen III dan IV UUD 1945 tak lepas dari peran presiden perempuan pertama kita tersebut. Lebih lagi, sebelum perayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 2003, telah terbentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang bertugas mengawal pelaksanaan konstitusi baru hasil amandemen tersebut. Pemilihan presiden secara langsung sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 merupakan titik penting antara transisi demokrasi dan konsolidasi demokrasi Indonesia sesudahnya. Pada sisi lain, kini militer Indonesia berhasil bertranformasi menjadi profesional, tidak terlibat dalam politik praktis (day to day politics), dan berposisi sebagai penjaga negara (guardian of the state). Bahkan, dibanding partai politik, TNI jauh lebih berhasil melakukan reformasi internalnya sehingga jauh lebih siap menerima sistem demokrasi yang kini sedang berjalan.
Konsolidasi demokrasi Indonesia beranjak dari momentum pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono melalui dua putaran pemilihan. Komitmen presiden yang berlatarbelakang militer ini pada demokrasi tak terbantahkan. Untuk menyebarkan gagasan-gagasan demokrasi dan pengalaman Indonesia dalam menerapkannya, diwujudkanlah Bali Democracy Forum (BDF) yang diikuti oleh banyak negara. Pada periode pertama kepresidennya, SBY yang dibantu oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil menyelesaikan konflik separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah secara langsung mulai dilangsungkan. Pada periode kedua, pemeritahan Presiden SBY berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis sedemikian rupa.
Konsolidasi demokrasi tahun 2004 memberikan kesempatan–kesempatan dan peluang–peluang besar untuk mewujudkan Indonesia yang bebas, damai, makmur, dan adil. Rakyat menaruh harapan yang tinggi kepada Presiden terpilih untuk merealisasikan dambaan tersebut. Indonesia yang demokratis sejauh ini telah berhasil dicapai dengan berfungsinya institusi–institusi demokratis.
Dari pers yang bebas, jaringan sosial netter, dan forum–forum diskusi yang tidak lagi dikekang, kita menjadi semakin tahu dan aware terhadap situasi dan kondisi di sekitar kita. Celakanya, jika ditemukan situasi yang buruk (tidak diharapkan) kita menganggapnya lebih sebagai sebuah masalah (problem), bukan tantangan (challenge). Perbedaannya terletak pada cara pandang. Cara pandang “masalah” mengandaikan sesuatu yang negatif, tertolak, tak dikehendaki, dan dengan perasaan beban yang lebih berat. Sering kita dengar frasa “kita terjebak masalah” yang mengindikasikan sulit lepas dari jeratan tersebut. Ini cara pandang pesimis. Berbeda dengan cara pandang “tantangan” yang optimistik dan mengubah masalah menjadi tantangan yang mesti dijawab. Ada energi positif dan rasa percaya diri yang kuat di dalamnya. Sebagai langkah pertama perubahan mind-set ini kita akan hilangkan kosakata “masalah” dari kamus hidup dan menggantinya dengan “tantangan”.

Tantangan–tantangan besar ada di sekeliling kita hari ini. Kita tinjau beberapa yang strategis dan memiliki dampak yang luas bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, adalah Tantangan Diri Sendiri. Gunnar Myrdal menyebut kita sebagai negara yang lembek (soft state) dalam pengertian pemimpin–pemimpin dan masyarakatnya tidak mampu mengambil sikap yang tegas dan jelas terhadap suatu persoalan
. Mochtar Lubis (1977) dalam buku Manusia Indonesia merangkum sifat–sifat jelek orang Indonesia seperti suka jalan pintas, pemalas, dan hipokrit. Membaca buku Lubis yang sangat keras ini seakan menemukan kebenaran dalam realitas sehari–hari. Adam Schwatz menyebut kita sebagai Nation in Waiting. Max Line menambahkan dalam bukunya “Bangsa Yang Belum Selesai”. Negeri jiran Malaysia menyebut tenaga kerja Indonesia disana sebagai “Indon” dalam makna yang merendahkan. Yang paling berat diantara semuanya adalah kecilnya rasa percaya diri dan mulai hilangnya harapan dari dada rakyat Indonesia, terutama ketika berhadapan dengan bangsa–bangsa asing. Kita mulai merasa bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi negara besar yang “setara” dengan Amerika Serikat, Cina, Jepang, maupun India. Kita masih berkutat pada persoalan “remeh-remeh” yang menguras tenaga, biaya, dan pikiran anak–anak bangsa.
Kita belum punya agenda kolektif bangsa yang menjadi konsensus nasional. Pemerintah memiliki Rencana Program Jangka Panjang (RPJM) tahun 2025 tanpa banyak melibatkan partisipasi masyarakat luas untuk memberikan kritikan, saran, dan masukan. Beberapa elemen masyarakat merumuskan sendiri visinya, misal Visi 2020, Visi 2030, dan seterusnya. Kita tidak punya diskursus yang kuat dan menggugah untuk masa depan seperti “Revolusi Indonesia”, “Modernisasi Indonesia”, atau “Reformasi Indonesia
”.
Kedua, Tantangan Dalam Negeri. Berbeda dengan tantangan pertama yang bersifat kultural, tantangan kedua ini lebih merupakan persoalan struktural, kebijakan–kebijakan yang diambil oleh negara/pemerintah.
Korupsi adalah tantangan terberat. Praktik korupsi terjadi di semua level dan sektor. Dari level pusat hingga ke desa–desa. Dari sektor formal hingga non formal, ekonomi hingga non ekonomi, dan sektor–sektor yang kita pandang selama ini misalnya jauh dari korupsi seperti lembaga–lembaga keagamaan. Kita sudah memiliki aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk memberantasnya. Itu tidak cukup. Kita bangun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk itu. Kemiskinan masih tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan dengan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti kue pertumbuhan ekonomi hanya tersirkulasi di kalangan elit ekonomi saja. Rasio Gini terus meningkat yang mengindikasikan semakin lebarnya jurang ketimpangan sosial. Pendidikan nasional yang belum diarahkan untuk menjadi instrumen kesejahteraan. Dengan alokasi 20% APBN, seharusnya pendidikan kita tidak mengalami hambatan yang berarti untuk mendidik rakyat Indonesia dengan tepat sehingga mereka dapat menjadi individu produktif yang menciptakan kesejahteraan. Birokrasi yang hingga kini belum direformasi secara sungguh–sungguh. Inefisiensi dan inefektivitas adalah gejala pokok birokrasi kita. Kewirausahaan yang kurang didukung oleh policy negara/pemerintah. Kecilnya jumlah pengusaha di Indonesia berbanding lurus dengan output ekonomi yang dihasilkan dan lapangan pekerjaan baru yang diciptakan. Konglomerasi menghalangi potensi–potensi muda untuk menjadi pengusaha yang mandiri dan sejati. Konflik sosial yang semakin menggejala di tengah masyarakat karena abainya negara. Pertikaian kelompok sosial keagamaan semakin menggerogoti wibawa Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mafia hukum yang beroperasi dibalik tembok–tembok hukum kita, mengabaikan rasa keadilan, merusak tatanan dan moral aparat hukum, dan berimplikasi pada meluasnya perilaku korup. 

Ketiga, Tantangan Global. Dunia berkembang semakin kencang dan berlari. Giddens punya ilustrasi menarik dengan menyebutnya seperti berlarinya Jaggernaut. Kemana kita berkaca? Hegemoni Amerika Serikat yang sangat kuat pada abad XX dan awal abad XXI terlihat semakin pudar dengan naiknya Cina sebagai superpower baru. Tak butuh waktu lama bagi Cina. Sejak dipimpin oleh Deng Xio-ping tahun 1978, Cina mengambil langkah radikal dengan berpihak pada kapitalisme (tanpa demokrasi). Dalam waktu kurang dari tiga dekade, Cina berhasil menggeser Jepang sebagai ekonomi terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Cina menyebutnya sebagai “Sosialisme ala Cina”, dimana kapitalisme diberi tempat tapi politik dikontrol sepenuhnya oleh Partai Komunis Cina. Diprediksi oleh banyak ahli, Cina akan mampu menggeser posisi ekonomi Amerika Serikat sebelum tahun 2050. 

Amerika Serikat punya pengaruh besar dalam politik, militer, dan ekonomi Indonesia selama Orde Baru. Ideologi dan praktik “Pembangunan” menjadi mantra hampir seluruh kebijakan pemerintahan Soeharto yang didukung oleh militer. Kini pengaruh Cina semakin masuk karena kebutuhannya yang tinggi terhadap pasokan sumberdaya alam mentah seperti gas, kayu, dan material lainnya untuk memenuhi industri Cina yang sedang berkembang pesat. Kita hanya “menjual alam”, tanpa mampu menjual hasil teknologi, buah dari industrialisasi.
Dengan berfokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, India berhasil menyejajarkan dirinya dengan negara – negara utama teknologi. Sebagai negara terbesar di Asia Selatan, kedudukan India sangatlah penting karena berada di tengah–tengah antara Timur dan Barat benua Asia. Kemajuan Cina dan India umum disebut oleh para ahli sebagai “Chindia” yang mengindikan keduanya akan menjadi superpower Asia di masa depan.

Kini, kerjasama tiga besar Asia Timur, Cina, Jepang, dan Korea Selatan sebagai Blok Ekonomi Timur yang terkuat telah digalakkan persis tiga besar Eropa di masa lalu: Inggris, Perancis, dan Jerman. Sebenarnya, kedudukan Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara memiliki posisi strategis sebagai “penguasa jalur laut internasional” karena lalu lintas perdagangan global melalui perairan Indonesia
.
Di tengah gejolak politik era reformasi, Generasi IV berhasil mempertahan integrasi nasional Indonesia. Pada sisi lain melalui kebijakan pendidikan dengan dana 20% anggaran telah memikirkan bagaimana menyambur “bonus demografi” yang pada dasarnya berintikan generasi VI nanti. Pada kesempatan seminar inilah yang menjadi titik persoalan. Disinilah kita akan mulai menemukan relevansi uraian generasi dengan strategi yang akan disiapkan dalam rangka mengamankan generasi berikutnya demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Generasi IV telah melahirkan banyak tokoh-tokoh bangsa. Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden SBY, Nurcholish Madjid, Amien Rais, Wiranto, Prabowo Subianto, dan lain-lain.
Pilpres 2014: Transisi dari Generasi IV ke Generasi V ?
Tahapan-tahapan sejarah telah ditoreh oleh Bangsa Indonesia dengan berbagai dinamika yang tinggi, tanpa kehilangan karakter dan jatidiri sebagai sebuah bangsa. Generasi pertama modern Indonesia (kelahiran 1880–1900) berhasil merintis ide Nasionalisme Indonesia di tengah kerasnya himpitan kolonialisme Belanda. Generasi kedua (kelahiran 1900–1920) menorehkan Revolusi Indonesia dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Generasi ketiga (kelahiran 1920–1940) membentuk Modernisasi Indonesia melalui pemerintahan Orde Baru selama tiga dekade. Generasi keempat (kelahiran 1940–1960) menjadi pemimpin-pemimpin nasional di era Reformasi Indonesia sejak 1998.  Jika tidak ada yang meleset, hasil Pilpres 2014 menunjukkan pergeseran dari Generasi IV ke Generasi V (kelahiran 1960–1980) di tampuk kepemimpinan nasional.
Terpilihnya pasangan Joko Widodo–Jusuf  Kalla dalam Pilpres 2014 menjadi taruhan transisi, apakah berhasil atau tidak dari geneasi sebelumnya. Masih banyak aspek pembangunan bangsa yang harus dikaji dan dibenahi sebelum menilai kinerja dua pasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Mahkamah Konsitusi tersebut. Indonesia seperti apakah yang akan diciptakan oleh Generasi V? Kita belum tahu hasilnya karena belum bekerja. Namun, siapapun yang akan menjadi pemimpin nasional, Generasi VI dan VII adalah pekerjaan rumah terbesarnya. Karena, mereka lah pada dasarnya hari ini yang juga turut dan aktif mengikuti perkembangan kebangsaaan melalui internet dan media sosial yang telah menjadi keseharian mereka.
Generasi VI – VII: Gen-C, Net Gener ?

Tantangan terberat dari Generasi V dalam memimpin dan mengelola Bangsa Indonesia adalah bagaimana mengurus Generasi VI (kelahiran 1980–2000) dan Generasi VII (kelahiran 2000–2020), yang paling tua diantara mereka adalah berumur 35 tahun. Usia 35 tahun kebawah inilah disebut sebagai Generation-Connected (Gen-C), yang di tangannya selalu ada gadget tak putus-putusnya, selalu terkoneksi dengan internet, real time, dan setiap saat update. Mereka lah sebenarnya yang menjadi pusat perhatian sekaligus “kekhawatiran” dari tema seminar yang diangkat dalam kesempatan kali ini. Oleh karena itu, pendekatan kependudukan (demografi) sangat diperlukan untuk mengelola anak-anak muda yang tak lama lagi akan menjadi bonus demografi Indonesia. Daya tahan kultural generasi-generasi sebelumnya cukup kuat karena pendidikan keluarga dan masih belum derasnya arus informasi masuk ke ruang-ruang privat. Kini, dari kamar tidurnya, sang anak usia SD sudah mampu mengakses segala bentuk informasi melalui gadgetnya jika tidak dilarang oleh orang tua mereka.
Menurut Dan Pankraz, seorang peneliti dari Australia, C bisa berarti Content, Connected, digital Creative, Cocreation, Customize, Curiousity, dan Cyborg. C bisa juga berati Cyber, Cracker, Chameleon (Bunglon), dan Constantly Changing.  Mereka juga cepat berubah mengikuti arus informasi yang mereka terima. Mereka dibentuk oleh content dan sangat addicted dengan media sosial. Mereka juga citizen journalist yang menulis opini sebebas-bebasnya, dan melaporkan apa saja yang dialami, dilihat dan dirasakan. Mereka connected ke dunia maya secara online dan real time
“Sukses duniawi” adalah mantra idola anak-anak muda kini yang menjadi tantangan tersendiri dan tidak mudah untuk disalahkan kepada mereka. Karena, mereka telah menikmati akses informasi tak terbatas sehingga kapasitasnya seringkali lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Misalnya dalam hal kepemimpinan, generasi ini tidak suka pemimpin yang “bossy”, tapi senangnya dengan yang “unboss”. Mereka membutuhkan pengetahuan (knowledge), kecakapan/keahlian dan karakter, persahabatan, akses, jaringan, kontribusi, karier, materiil, eksistensi, kebebasan, kemandiri, reputasi, pengaruh, dan kekuasaan.
,
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi pemain dominan dalam mempengaruhi karekteristik Gen-C atau Net Gener. Kita perlu tahu seperti apa tabiat anak muda yang muncul pada era seperti ini sebelum merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan pemuda Indonesia ke depanya. Pemerintah sendiri telah membentuk Tim TIK Nasional yang diketuai oleh Ilham Habibie dalam rangka pengembangan dan pengelolaan TIK bagi kepentingan nasional. Sebagai instrumen utama, TIK tak lepas dari perkembangan mesin globalisasi sejak awal. Dalam buku-buku ekonomi politik, disebutkan ada tiga mesin globalisasi yang sangat berpengaruh dalam membentuk sebuah bangsa atau masyarakat.
Pertama, kapital. Kekuatan kapital yang mewujud dalam investasi di negara-negara berkembang terus meningkat. Proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, eksplorasi, dan lain dipastikan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tak banyak negara berkembang yang memilik stok dana besar dalam konstruksi tersebut. Kapital global terutam masih terpusat di Amerika Serikat dan Eropa. Modal liquid masih menjadi kekuatan penggerak ekonomi utama dunia yang siap ditanam di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.  Pelabuhan, bandara, jalan raya, dan berbagai infrastruktur lainnya membutuhkan investasi yang sangat besar agar dapat dibangun sehingga ketergantungan pada investasi asing ini telah menjadi salah satu persoalan strategis bagi bangsa ke depan.
Kedua, teknologi. Negara berkembang cenderung hanya jadi pasar bagi teknologi negara-negara maju. Tidak ada transfer sains dan teknologi, terutama teknologi tingkat tinggi, dari negara industri tersebut. Teknologi menjadi “harta karun” negara maju yang tak mudah untuk ditransfer kepada negara berkembang, terutama teknologi nuklir. Penguasaan teknologi menjadi titik krusial kebangkitan sebuah bangsa. Bangsa maju selalu ditandai dengan kemajuan teknologi berbagai bidang, termasuk teknologi militer.
Ketiga, manajemen, dalam pengertian teknik pengelolaan manusia. Ilmu manajemen telah berkembang lama di Barat dan telah melahirkan seni-seni manajemen modern yang efisien dan efektif. Perkembangan teori dan bentuk-bentuk organisasi, terutama organisasi korporat, telah menjadi referensi banyak organisasi di belahan dunia lainnya. Dari seluruh bentuk organisasi, organisasi yang paling efisien hanya dua yaitu militer dan korporat. Ke depan, dengan derasnya globalisasi, manajemen akan terus menjadi “bisnis utama” karena kompleksitas masalah yang muncul dan menuntut pemecahan segera. Organisasi dan manajemen akan menghadapi pertanyaan pokok ini; bagaimana menghadapi peningkatan ekspektasi yang tak terhindarkan ketika penghalang-penghalang lama berhasil diatasi oleh kemajuan teknologi, bagaimana menemukan makna dari begitu banyak dan membingungkannya informasi dan dis-informasi, bagaimana merasionalkan dunia dimana orang, informasi, dan uang bergerak secara bebas ke seluruh dunia, bagaimana untuk tetap peduli kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan, brutalitas, dan tekanan sebagai korban serta pelaku kejahatan, bagaimana berjuang melawan mereka yang gigih dalam beroposisi terhadap pandangan dan cara hidup kita, bagaimana berurusan dengan kekuatan menghancurkan yang tidak terbatas dan tak terduga, seperti senjata nuklir, dan bagaimana mengeluarkan potensi masyarakat dan setiap orang.

Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Menjadikan generasi sebagai rumusan paradigmatik tentu akan banyak menolong dalam merumuskan strategi aksinya. Yang pasti, mesin globalisasi akan terus bekerja. Semua generasi Indonesia modern sejak generasi I sampai VII menghadapinya. Misal, mesin kapital telah melahirkan kapitalisme. Mesin teknologi telah melahirkan industrialisme. Mesin manajemen telah melahirkan korporatisme global yang cenderung anti-nasionalisme. Jadi, tiga mesin ini menjadi titik sentral dalam memahami dinamika yang bergerak pada setiap generasi. Misal generasi VI dan VII yang lahir dan besar dengan mesin tekonologi informasi dan komunikasi telah memaksa mereka terbentuk dengan gaya kerja yang cepat, egaliter, dan individualis. Mesin manajemen telah menciptakan sistem organisasi yang tidak hierarkis-feodal. Mesin kapital telah menjadikan generasi terkini sebagai manusia-manusia yang cenderung mengejar keuntungan material sebanyak-banyaknya. Disinilah diperlukan konsepsi strategi pembangunan generasi muda yang akan datang, yaitu Generasi VI dan VII dengan menggabungkan paradigma generasi dengan mesin globalisasi. Kita menemukan minimal enam strategi yang dapat diterapkan segera dengan sinergi berbagai kekuatan dan elemen bangsa kita.
Strategi Pembangunan Generasi Muda
Lahirnya UU Kepemudaan  pada kabinet 2004–2009 telah memberikan kedudukan hukum yang kuat bagi pemuda sebagai entitas yang yang harus mendapat hak-hak kebijakan dari negara. Dalam UU tersebut, pemuda sebagai kategori sosial yang artinya mencakup seluruh aspek kehidupan sosial seorang pemuda, mulai dari psikologis, sosial politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kebijakan kepemudaan tidak dapat bersifat sektoral tunggal, tapi lintas dan multi sektoral, karena sebagai subyek pemuda berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai kategori sosial, pemuda sebenarnya dipahami dalam konteks demografis (kependudukan). Untuk itu, pendekatan kebijakan strategis lintas sektoral harus menjadi perhatian utama negara dalam pembuatan kebijakan pembangunan ke depan.

Dengan mengamati situasi perkembangan global yang semakin deras memasuki ruang-ruang privat keluarga, anak dan remaja, dan pemuda telah menjadi tantangan serius nan nyata untuk menyusun strategi pembangunan generasi yang tepat. Beberapa strategi yang harus dieksekusi;

Pertama, instal paradigma generasi Indonesia. Harus ada kesamaan pandangan bahwa perjalanan generasi per generasi Indonesia itu berbeda, baik dari zaman yang dihadapi maupun teknologi yang sedang berkembang. Misalnya Generasi I dan II lahir dan besar di era cetak dan radio, dimana televisi belum dominan. Generasi III mulai dengan televisi (TVRI). Generasi IV mulai didominasi televisi, tapi generasi V selain televisi sudah mulai dengan internet. Generasi VI dan VII lebih cepat lagi dengan internet dimana media sosial menjadi alat utama untuk berkomunikasi. Kesamaan pandangan ini penting agar para pemangku kepentingan tidak tercerabut dari arus besar zaman yang terus mendera. Arus besar ini harus diarahkan agar dapat membantu pembangunan pemuda agar lebih efektif. Pendekatan instrumental dalam penggunaan teknologi, terutama TIK, agar generasi muda tidak mudah terjerambab dalam “perbudakan” teknologi. Jika demikian, maka akibatnya semakin sulit bagi kita untuk memberikan treatment yang tepat agar mereka mau mengikuti kebijakan yang telah ditentukan.
Kedua, strategi pendidikan kepanduan/kepramukaan. Dengan informasi yang dimilikinya, anak muda saat ini sulit tunduk kepada dikte tanpa diikuti argumen rasional. Mendikte mereka agar setia pada NKRI perlu menggunakan cara-cara persuasif, bukan represif, agar benar-benar rasa cinta tanah air itu dapat tertanam kuat dalam dirinya. Kepramukaan (scouting) punya peran strategis untuk memandu (guide) generasi muda. Yang utama sekali, pramuka melaksanakan pendidikan dan pelatihan di alam terbuka. Dengan berada di alam terbuka, generasi muda mulai mencintai tanah air dimana dia tempati. Dua hal pokok yang bisa disumbangkan oleh pramuka yaitu karakter dan soft-skills. Karakter tercermin dalam Satya dan Darma Pramuka, sedangkan soft skill dilatih melalui metode pendidikan kepramukaan yang terutama berbasis alam terbuka dan satuan pendidikan terpisah putra dan putri. Sistem satuan terpisah ini telah terbukti berhasil dalam membentuk karakter generasi muda agar siap menjadi pemimpin di masa depan. Sistem ini juga dipraktikkan di pesantren, sekolah-sekolah berasrama unggulan di berbagai belahan dunia. Metode kepramukaan yang berupa metode interaktif dan progresif masih relevan dilaksanakan bagi kepentingan pembangunan generasi muda Indonesia. Metode ini dilaksanakan melalui delapan cara yaitu pengalaman kode kehormatan Pramuka (satya dan darma), belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok bekerjasama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah putra dan putri. Untuk memaksimalkan peran kepramukaan, negara seharusnya menyerahkan sumberdaya yang besar bagi pembentukan generasi muda yang berkarakter dan kompeten diatasa (soft-skill).
Ketiga, strategi pendidikan integralistik. Pendidikan integralistik adalah pendidikan yang menyatukan antara pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan kemasyarakatan atau lingkungan sosial. Saat ini dalam prakteknya, pendidikan masih bersifat disintegratif. Ketika di rumah, sang anak mengikuti pendidikan dan keteladanan dari orang tua, saudara inti, dan penghuni lain di rumah seperti pekerja rumah tangga. Ketika keluar rumah untuk hadir di sekolah, ia akan bertemu dengan tenaga pendidik, staf sekolah, serta kawan satu sekolah dimana ia akan belajar nilai dan metode yang berbeda dengan yang diperoleh di rumah. Ketika hendak pulang dari sekolah ke rumah, persoalan tak akan banyak jika ia langsung tiba di rumah tanpa harus transit bersama kawannya untuk main diluar rumah. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak sekolah tidak langsung kembali ke rumah tapi bergaul bersama masyarakat, misal main game di warnet, jalan bersama, mulai merokok, dan semuanya dilakukan tanpa pengawasan keluarga dan sekolah. Disinilah disintegrasi mulai terjadi atas karakter anak karena perbedaan nilai yang ia peroleh di tiga tempat tersebut. Di rumah ia terlihat baik dan patuh, di sekolah dia bisa bak dan pintar, tapi di tengah lingkungan sosial menjadi nakal, lalu kembali ke rumah menjadi anak patuh dan baik lagi. Ini bisa berlangsung bertahun-tahun. Persoalan distintegrasi ini sudah dapat diselesaikan oleh pesantren dan sekolah berasrama, seperti Akademi Militer dan sebagainya yang menggabungkan tiga vocal points diatas. Oleh karena itu, anak-anak yang dididik dalam sistem pendidikan integralistik cenderung lebih berkarakter ketimbang yang terpisah-pisah tadi. Pendidikan kebangsaan Indonesia mau tidak mau harus mengadopsi dan mengadaptasi lebih banyak sistem ini agar dana pendidikan Indonesia yang sudah cukup besari ini tidak mubazir dalam pembentukan generasi muda. Misalnya, di perguruan tinggi, satu atau dua tahun pertama, seluruh mahasiswa wajib tinggal diasrama sehingga tujuan pendidikan strategis dapat dicapai.
Keempat, strategi geopolitik. Otoritas politik, negara/pemerintahan, dan seluruh komponen bangsa wajib menganut tiga konstanta dalam pembangunan bangsa dan negara. Ketiga konstanta tersebut dielaborasi lebih dalam oleh Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti dalam bukunya Menerawang Indonesia
. Konstanta pertama adalah geografi. Geografi adalah bumi tempat pertama yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Topografi bumi tersusun dengan berbagai wajah dan bentuk yang semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda demi survival makhluk hidup. Hidup di lembah, bukit, rawa, air, dan lautan tentu memiliki “kecakapan khusus” yang bervariasi. Dalam konteks politik, bumi “dibagi” dalam berbagai negara dengan batas-batas geografis yang tegas yang dijaga oleh pos perbatasan antar negara. Geografi Indonesia memiliki kedudukan unik dibandingkan dengan negara lain. Dengan dua pertiga lautan dan belasan ribu pulau, wilayah Indonesia tentu rumit untuk dikendalikan secara total karena garis pantai yang panjang dan posisi strategis diantara lalu lintas dua benua dan dua samudra. Namun generasi muda harus memahami konstanta pertama dengan baik. Oleh karena itu, pelajaran Geografi Indonesia harus menjadi mata pelajaran wajib yang diujinasionalkan sehingga cinta tanah air sudah tertanam sejak awal.
Konstanta kedua adalah demografi. Demografi ini baik bersifat sosial seperti demografi suku, ras dan lain-lain tapi juga demografi perkembangan dalam pengertian perkembangan manusia secara bio-sosiologis dengan tingkat kebutuhan hidup yang terus berubah sepanjang usia dari kelahiran hingga kematian. Demografi ini disebut konstanta karena keadaannya tetap sekalipun secara jumlah terus meningkat. Bahwa orang Indonesia yang berdiam di wilayah Indonesia sejak dahulu kala sebenarnya secara kualitatif tidak banyak berubah sehingga berhak disebut sebagai sebuah bangsa. Pemahaman yang baik akan penduduk mendorong rasa nasionalisme sebagai sesama warga bangsa Indonesia yang menempati ruang wilayah seperti yang disebutkan diatas.
Konstanta ketiga adalah sejarah. Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak zaman purbakalah hingga hari ini. Temuan-temuan sejarah seperti situs Gunung Padang harus disampaikan kepada generasi muda kini dengan pendekatan Generasi VI dan VII yang relevan sehingga dapat menjadi trend bagi mereka. Sejarah Indonesia telah menorehkan tonggak-tonggaknya sebagai batu alas yang kuat bagi tegaknya negar Republik Indonesia kini. Ketiga konstanta ini geografi, demografi, dan sejarah menjadi senjata amat tajam bagi pembentukan generasi muda Indonesia yang patriotis. Oleh karena itu, ketiga mata pelajaran ini wajib dipelajari oleh sejak muda di sekolah-sekolah, termasuk pendidikan nonformal dan informal lainnya.
Kelima, strategi ekonomi. Penciptaan lapangan kerja, entrepreneur, dan akses pada modal, teknologi, dan pasar adalah kunci bagi kebangkitan pembangunan generasi muda. Banyak persoalan dan masalah sosial yang muncul akibat dari pengangguran pemuda. Lapisan generasi entrepreneur harus disiapkan secara khusus agar potensi sumberdaya alam yang tersedia dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal bagi kesejahteraan generasi muda. Strategi ekonomi sejauh ini masih bersifat imparsial, sehingga ratusan ribu orang masih berduyun-duyun untuk mendaftar sebagai pegawai negeri sipil untuk mendapatkan pekerjaan. Perlu juga rekayasa kebijakan seperti lahirnya UU Aparatur Sipil Negara yang memberikan ruang bagi non-PNS untuk menduduki jabatan terntuk dalam birokrasi kementerian/lembaga.
Keenam, strategi kebudayaan. Kebudayaan nasional yang terdiri dari kebudayaan daerah telah menjadi kesepakatan. Kita memiliki banyak sekali kearifan lokal yang dapat direvitalisasi sebagai sumber kepribadian bangsa. Daya tahan budaya lokal masih teruji sekalipun penetrasi konsumerisme dan hedonisme telah merasuk jauh ke desa-desa akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Transformasi kebudayaan dapat dilakukan dengan menggali makna lebih dalam dari kebudayaan yang ada sehingga dapat menjadi common value bagi bangsa Indonesia. Misal, tradisi mudik yang harus dikelola dengan baik sebagai instrumen kebangsaan dan pengikatan kepada tanah leluhur. 
Penutup

Mengarungi globalisasi seperti mengarungi lautan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah kehidupan global. Bukti paling nyata adalah kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di belahan dunia lainya secara real time asal ada kamera yang merekam dan media yang menyiarkan. Jumlahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Apakah kita hanya punya strategi melawan? Tentu saja tidak akan cukup karena strategi mengarungi lebih tepat hingga kita dapat mencapai pulau yang diidamkan (baca: generasi emas). Generasi Emas pada dasarnya adalah generasi Indonesia yang patriotis, cerdas, sejahtera, dan pendamai. Generasi Emas juga harus dapat mewariskan peradaban yang tinggi Bangsa Indonesia bagi bangsa-bangsa di dunia. Dulu, pernah mewariskan Borobudur misalnya, kini dan nanti tentu dalam wujud-wujud lain yang relevan dan kontekstual.

Kita telah berjalan dari generasi ke generasi dengan teknologi komunikasi dan informasi yang menyertainya. Cetak, radio, televisi, hingga internet dan media sosial. Semua itu telah ikut memberikan bentuk pada generasi yang berkarya di negeri ini. Ke depan, tanggungjawab Generasi V adalah bagaimana menyiapkan Generasi VI dan VII menjadi pelaku utama Generasi Emas 2045. Usia tertua diantara mereka adalah 35 tahun, dan mereka adalah Gen-C atau Net Gener yang kecepatan geraknya luar biasa. Setiap elit negara hendaknya berpikir dan berbuat yang terbaik bagi generasi penerusnya, bukan semata-mata demi generasinya sendiri. Karena, jika generasi penerus lebih buruk kualitasnya, maka kondisi generasi tua akan semakin buruk pula. Jadi, pembangunan generasi pada dasarnya adalah investasi strategis, bahkan paling strategis pagi siapapun kini yang sedang memimpin, terutama Generasi IV dan V yang sedang memegang sumberdaya politik dan ekonomi. Cara berpikir (paradigma) generasi adalah cara berpikir yang tepat sebelum kita merumuskan kebijakan dan program pembangunan apa yang hendak diinstal di negeri ini. Tanpa ini kita sulit untuk berencana dan bertindak secara strategis karena sumberdaya politik dan ekonomi hanya habis untuk dinikmati oleh generasi sendiri. Generasi VIII (kelahiran 2020–2040) pada saat satu abad Indonesia masih merupakan pemuda yang relatif belum mandiri sehingga belum dimasukkan dalam “aktor strategis” untuk Indonesia Emas 2045. Generasi VIII adalah generasi yang harus diurus oleh Generasi VI dan VII sehingga mereka berhasil menjadi generasi abad kedua Indonesia dalam mengarungi sejarah global dunia.

Kita memilik enam strategi untuk mencapai hal tersebut sehingga generasi emas terwujud. Mulai dari konsepsi generasi Indonesia itu sendiri, strategi kepramukaan, strategi pendidikan integralistik, strategi geopolitik, strategi ekonomi, dan strategi kebudayaan. Cara-cara baru harus diadopsi oleh kepemimpinann nasional yang baru sehingga tidak kehilangan arah dalam pembangunan generasi muda Indonesia ke depan. Selamat mengarungi globalisasi dengan tetap menjadi Indonesia Sejati !
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